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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT,Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 - 2029 telah 

disusun mengingat telah berakhirnya RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 maka Pengadilan Negeri 

Bangil perlu melakukan Reviu Rencana Strategis (Renstra) untuk RPJM Nasional Tahun 2025-

2029  dengan memperhatikan SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 januari 2022 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di 

lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

 

Pada dasarnya Rencana Strategis merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan 

agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal 

dan eksternal.Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan 

keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. 

 

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pedoman dan arahan yang tepat bagi Pengadilan Negeri Bangil dalam menyesuaikan perubahan 

strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder Pengadilan 

Negeri Bangil. 

 

Renstra Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025-2029, sebagai dokumen perencanaan strategis yang 

menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan, serta penyempurnaan 

beberapa kebijakan dalam rangka mewujudkan visidan misi Mahkamah Agung. 

 

Disamping itu penyusunan Reviu Renstra ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertajam 

berbagai program dan kegiatan strategis Pengadilan Negeri Bangil yang diselaraskan dengan 

prioritas pembangunan nasional bidang Hukum dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan 

dalam rangka mendukung program Reformasi Birokrasi. 

 

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut 

Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan 
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Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk selanjutnya menjadi dasar 

acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan, progam dan kegiatan seluruh unit 

pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bangil. 

 

Demikian Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025-2029 ini disusun, 

semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan 

Pengadilan Negeri Bangil dalam upaya mewujudkan visinya. 

 

 

Bangil, 25 Februari 2025 

Ketua Pengadilan Negeri Bangil 

 

 

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. 

NIP. 197812142002121005 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Semangat reformasi telah mendorong aparatur penegakan hukum dan keadilan melakukan 

pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna 

mendukung kebutuhan serta kepentingan rakyat. Rakyat yang memberi amanah menghendaki agar 

pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, 

kolusi,dan nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 

tentang Penyelenggara Negarayang Bersihdan Bebas KKN. 

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus 

tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain penyelenggara 

antara pemerintahan yang baik dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas 

pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita 

berbangsa dan bernegara. Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good 

governance) tersebut diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi. 

Tugas Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu supportingunit pada Mahkamah Agung 

RI dalam upaya penegakan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, 

penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap 

dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja seluruh aparatur peradilan melaluikerja sama secara 

terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penegakan hukum dan keadilan dalam 

rangka mewujudkan good governance. 

Mengacu pada prinsip-prinsip Good Governance, Mahkamah Agung RI telah menetapkan 5 

program prioritas (quick wins) reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI. Kelima prioritas tersebut 

adalah: 

1. Transparansi Putusan 

2. Pengembangan Teknologi informasi 

3. Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) 

4. KodeEtik Hakim 

5. Manajemen Sumber Daya Manusia.Khususnya analisa pekerjaan,evaluasipekerjaan dan 

sistem remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja). 
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Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai supporting unit, 

Pengadilan Negeri Bangil, menderivasi lima prioritas tersebut pada ultimate goal, yakni pada 

pelayanan prima, peningkatan aparatur, serta manajemen peradilan. 

Selanjutnya sesuai petunjuk tentang pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan 

pemberantasan korupsi, maka Pengadilan Negeri Bangil malaksanakannya dengan cara: 

1. Perubahan mind-set, cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak) 

2. Perubahan "penguasa" jadi "pelayan" 

3. Mendahulukan "peran" dari "wewenang" 

4. Tidak berpikir "output", tetapi "outcome" 

5. Perubahan manajemen kinerja ke arah manajemen kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 

6. Pemantauan percontohan keberhasilan (bestpractices); dalam mewujudkan good 

governance, clean government (pemerintah bersih, transparan, akuntabel, clan profesional) 

dan bebas KKN. 

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangil dengan enam formula 

yang dikemukakan di atas akan ditunjukkan oleh perubahan secara positif dalam delapan area 

perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: 

1. Pola fikir dan budaya kerja (manajemen perubahan); 

2. Penataan peraturan perundang-undangan; 

3. Penataan dan penguatan organisasi; 

4. Penataan tata laksana; 

5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur; 

6. Penguatan pengawasan; 

7. Penguatan akuntabilitas kinerja; 

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Kondisi kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan dan pengawasan, mampu mendukung 

penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong munculnya praktek-praktek 

pelayanan yang lebih menghargai para pengguna jasa yang sering disebut Pelayanan Prima 

.Pelayanan prima dilaksanakan baik kepada internal maupun eksternal stakeholder. 

Dalam upaya mewujudkan kondisi-kondisi tersebut dan guna memberikan arah dan sasaran 

yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam melaksanakan pembangunan hukum dan 
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keadilan, Pengadilan Negeri Bangil menetapkan Rencana Strategis tahun 2025 – 2029. Pola pikir 

kebijakan dan rencana strategis tersebut memuat langkah dan upaya peningkatan efisiensi 

kelembagaan aparatur pemerintah, peningkatan kapasitas SDM aparatur peningkatan efisiensi 

ketatalaksanaan, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan 

KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan budaya kerja untuk membangun 

kultur birokrasi yang baru, dan peningkatan koordinasi program penegakan hukum dan keadilan. 

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran tahunan yang diukur dengan 

seperangkat indikator kinerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) serta program untuk 

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 
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BABI 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1. KONDISI UMUM 

 

Reformasi Hukum diarahkan pada penegakan hukum dan keadilan yang didalamnya 

mencakup aspek yang luas. Dimulai dari kemandirian lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi 

utama yuridis, administrasi, penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana yang 

jelas dan transparan, diawaki oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra 

kerja (stakeholders), sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan 

pelayanan prima. Secara operasional reformasi hukum yang menjadi bagian dari penyelenggaraan 

good governance dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di 

daerah, baik para tenaga teknis yuridisnya maupun tenaga administratifnya. 

Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung RI dituntut 

untuk menegakkan hukum dan keadilan yang merdeka dan bebas dari campur tangan pemerintah, 

melalui upaya-upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen organisasinya 

secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja 

seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance. 

Penyelenggaraan good governance di sini mencakup dua sisi, yakni sisi lembaga yudikatif 

(Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tinggi Negara) dan sisi eksekutif (Sekretaris Mahkamah 

Agung RI) sebagai unsur eksekutif. Kedua sisi tersebut harus dipertanggungjawabkan secara publik 

guna menjamin kelestarian kehidupan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas,sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggung jawab, dan bebas 

dari praktik KKN. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang 

dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas KKN. 

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan 

setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan 

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan. Dalam rangka 

perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib 

mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang 

dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan Sistem 
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Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan LKjIP dilakukan melalui proses 

penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. 

Pengadilan Negeri Bangil berkewajiban melaporkan kinerjanya yang merupakan 

pertanggung jawaban sebagaimana Instruksi Presiden tersebut di atas. Untuk menyatukan persepsi 

dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi 

dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri 

Bangil. 

Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai 

tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan 

dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam 

dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator 

kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, 

penyusunan rencana kinerja tahunan (Dokumen RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan 

agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. 

Kondisi umum Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya dipotret berdasarkan 

kerangka (framework) adalah menuju “Pengadilan yang Ideal” yang memiliki tujuan area/ bidang 

yaitu: 

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan. 

2. Area kebijakan peradilan. 

3. Area sumberdaya manusia, Materia dan keuangan. 

4. Area proses peradilan Pengadilan. 

5. Area Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan. 

6. Area keterjangkauan pelayanan Peradilan. 

7. Area kepercayaan publik. 

Perubahan kondisi menuntut kemampuan organisasi dalam menangkap fenomena 

perubahan, menganalisis dampaknya, dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi 

perubahan. Organisasi yang tidak siap menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan akan 

menghadapi masalah, bahkan tidak akan bisa bertahan lama. 

Perubahan kondisi juga akan dihadapi oleh badan peradilan termasuk didalamnya 

Pengadilan Negeri Bangil. Banyak permasalahan timbul akibat adanya perubahan kondisi yang 

harus dihadapi oleh Pengadilan Negeri Bangil. Permasalahan tersebut mulai dari permasalahan 

manajemen dan kepemimpinan, proses peradilan, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan dan 

aset, kepuasan jasa pengadilan, keterjangkauan jasa pengadilan sampai dengan ketidak percayaan 

masyarakat terhadap Badan Peradilan. 

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan 
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Negeri Bangil dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, 

Perencanaan dan Keuangan . Pengadilan Negeri Bangil, merupakan lingkungan Peradilan di bawah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Tahun 2025 merupakan awal tahun dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri 

Bangil tahun 2025 – 2029 yang merupakan Rencana Strategis ke-4 setelah kurun waktu 2020-2024. 

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bangil tahun 2025 – 2029 sebagai proses yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah 

ditetapkan organisasi. 

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah, dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan 

analisissituasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana 

strategis disusun suatu visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan 

dengan tupoksi Pengadilan Negeri Bangil dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana. 

Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan 

kedalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, 

dilaksanakan oleh sumberdaya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana 

serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bangil, baik lingkungan 

internal maupun external sebagai variable strategis. 

Penyelenggaraan penegakan hukum (supremasi Hukum) kepada masyarakat merupakan 

salah satu program utama dari pengadilan di seluruh Indonesia termasuk pula Pengadilan Negeri 

Bangil sebagai salah satu lembaga hukum yang berfungsi untuk menerima, mengadili dan memutus 

perkara pada tingkat pertama. Penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai 

bahan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas. 

Berdasarkan ketentuen pasal 50 dan 52 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Bangil merupakan salah satu Peradilan Umum yang berada 

dibawah Pengadilan Tinggi Surabaya, bertugas dan berwenang menerima, memeiksa, mengadili 

serta memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten 

Pasuruan Propinsi Jawa Timur, selain itu juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan 

nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta serta dapat diserahi 

tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Adapun sejak tahun 1983 sampai sekarang Pengadilan Negeri Bangil Menempati gedung 

sendiri yang berlokasi di jalan Dr. Soetomo Nomor 25 Kota Bangil Kabupaten Pasuruan Propinsi 

Jawa Timur dengan letak dan batas-batas sebagai berikut : 

➢ Sebelah Utara Jalan Tongkol 



Rencana Strategis 2025-2029 

Pengadilan Negeri Bangil Halaman|11 

 

 

➢ Sebelah Timur Jalan 

➢ Sebelah Selatan Jalan Dr. Soetomo 

➢ Sebelah Barat Rumah penduduk 

 

LOKASI KANTOR 

 

 

 

 

 

SEBELAH UTARA 
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SEBELAH BARAT 

SEBELAH SELATAN 

SEBELAH TIMUR 
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Adapun realisasi capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Bangil 

selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut : 

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 

 

Tahun 

Jumlah 

Perkara Yang 

Diselesaikan 

Jumlah 

Perkara Yang 

Diselesaikan 

Tepat Waktu 

 

% 

Target 

 

% 

Realisasi 

 

% 

Capaian 

2024 1.071 1.053 95 98,28 103,45 

2023 1.189 1.131 95 95,12 100,12 

2022 1.041 1.006 94 96,64 102,8 

2021 965 931 90 96,48 107,2 

2020 1.008 968 90 96,53 107,2 

 

2. Jumlah putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative 

 

Tahun 

Perkara yang 

diajukan 

dengan RJ 

Perkara yang 

diselesaikan 

dengan RJ 

% 

Target 

% 

Realisasi 

% 

Capaian 

2024 6 6 90 100 111 

2023 2 2 90 100 111 

2022 3 3 90 100 111 

2021 - - - - - 

2020 - - - - - 

 

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 

 

 
Tahun 

 
Jumlah 

Perkara Yang 

Diselesaikan 

Jumlah 

Perkara Yang 

Tidak 

Mengajukan 

Banding 

 
% 

Target 

 
% 

Realisasi 

 
% 

Capaian 

2024 612 456 70 74,5 106,42 

2023 675 538 78 79,7 102,17 

2022 691 566 78 81,91 102,38 

2021 784 619 78 78,95 101,21 

2020 868 661 75 76,15 101,53 

 

4. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

 

 
Tahun 

 
Jumlah 

Perkara 

Khusus yang 

Diselesaikan 

Jumlah 

Perkara 

Khusu yang 

tidak 

Mengajukan 

Kasasi 

 

 
% 

Target 

 

 
% 

Realisasi 

 

 
% 

Capaian 

2024 429 429 95 100 105,26 

2023 479 479 95 100 105,26 

2022 286 286 82 100 121,95 

2021 142 142 80 100 125 

2020 140 140 80 100 125 
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5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi. 

Tahun 
Jumlah 

Diversi 

Jumlah 
Diversi yang 
dinyatakan 

berhasil 

% 

Target 

% 

Realisasi 

% 

Capaian 

2024 6 5 25 83,33 130 

2023 3 1 10 33,33 130 

2022 7 3 10 42,86 130 

2021 1 1 50 100 125 

2020 3 1 50 33,33 66,66 

 

6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. 

SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

Index responden pencari 

keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 

   

2024 95 99,85 105,11 

2023 95 99 104 

2022 90 99 110 

 

7. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. 

 

 
Tahun 

 
Jumlah 

Putusan 

Jumlah 

Salinan 

Putusan yang 

dikirim tepat 

waktu 

 
% 

Target 

 
% 

Realisasi 

 
% 

Capaian 

2024 1071 1071 100 100 100 

2023 1189 1189 100 100 100 

2022 1041 1041 100 100 100 

2021 967 967 100 100 100 

2020 1025 1025 100 100 100 

 

8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. 

Tahun 

Jumlah 

Perkara yang 

dilakukan 

Mediasi 

Jumlah 

Perkara yang 

diselesaikan 

melalui 

Mediasi 

 
% 

Target 

 
% 

Realisasi 

 
% 

Capaian 

2024 45 5 10 11,11 111 

2023 46 3 9 6,52 72,44 

2022 50 5 7 10 130 

(max) 

2021 45 1 3 2,22 74 

2020 58 9 20 15,52 77,6 

 

9. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 
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Tahun 

Jumlah 

Perkara yang 

dilakukan 

secara 

prodeo 

Jumlah 

Perkara 

prodeo yang 

diselesaikan 

 
% 

Target 

 
% 

Realisasi 

 
% 

Capaian 

2024 14 6 40 42,86 107 

2023 5 5 95 100 105 

2022 4 3 50 75 130 

(max) 

2021 0 0 - - - 

2020 0 0 - - - 

 

10. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan. 

SASARAN 
% 

TARGET 

% 

REALISASI 

% 

CAPAIAN 

Persentase Perkara yang 

Diselesaikan di Luar Gedung 

Pengadilan 

   

2024 100 100 100 

2023 25 100 130 

2022 50 100 130 

 

11. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan 

hukum (Posbakum). 

 

 
Tahun 

Jumlah 

Permohonon 

Layanan 

Hukum 

Jumlah 

Pencari 

Keadilan Gol. 

Tertentu yang 

dilayani 

 
% 

Target 

 
% 

Realisasi 

 
% 

Capaian 

2024 376 376 100 100 100 

2023 500 500 95 100 105 

2022 476 472 90 99 110 

2021 41 41 100 100 100 

2020 50 50 100 100 100 

 

12. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti. 

 
Tahun 

Jumlah 

Permohonon 

Eksekusi 

Jumlah 

Eksekusi 

yang 

dilaksanakan 

 
% 

Target 

 
% 

Realisasi 

 
% 

Capaian 

2024 29 14 45 48,28 107 

2023 25 4 15 16 106 

2022 23 11 45 47,83 106 

2021 20 7 - - - 

2020 18 6 - - - 
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Dari data diatas disimpulkan bahwa target dan sasaran kinerja Pengadilan Negeri Bangil 

Kelas IB rata-ratanya telah memenuhi target namun ada beberapa kinerja yang belum maksimal 

yang harus diperhatikan sehingga dapat dijadikan tolak ukur guna meningkatkan kinerja aparatur 

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, atas hal tersebut Pengadilan Negeri Bangil berusaha 

menunjukan kemampuan dengan menyediakan produk/jasa/layanan yang memenuhi persyaratan 

pelanggan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta selalu meningkatkan kepuasan 

pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif. 

Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, jumlah pegawai Pengadilan Negeri 

Bangil pada tahun 2025 berjumlah 45 orang dengan rincian sebagiberikut: 

Ketua  : 1 orang 

Wakil Ketua  : 1 orang 

Hakim  : 5 orang 

Panitera   : 1 orang 

Sekretaris  : 1 orang 

Panitera Muda  : 3 orang 

Kepala SubBag  : 3 orang 

Panitera Pengganti   : 6 orang 

Jurusita  : 4 orang 

Jurusita Pengganti  : 0 orang 

Staf  : 17 orang 

CPNS  : 3 orang 

 
 

1.2.  KONDISI DAN PERMASALAHAN 

a. Kekuatan(Strength) 

Kekuatan Pengadilan Negeri Bangil mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam 

peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, 

mencakup: 

1. Adanya Undang-Undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri 

Bangil selaku pemegang kekuasaan Kehakiman pada PengadilanTingkat pertama. 

2. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam 



Rencana Strategis 2025-2029 

Pengadilan Negeri Bangil Halaman|17 

 

 

dokumen cetak biru danrencana strategis lima tahunan. 

3. Memiliki pedoman perilaku hakim 

4. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik. 

5. Pengadilan Negeri Bangil merupakan unsur Forkompimda dan memiliki hubungan baik 

dengan pemerintah daerah Kota Bangil. 

6. Pengadilan Negeri Bangil bertekad untuk menjadi peradilan yang bersih, berwibawa, 

terhormat dan dihormati. 

7. Pengadilan Negeri Bangil berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan peradilan yang 

lebih dinamis dan proaktif. 

8. Putusan Pengadilan Negeri Bangil sudah dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat. 

9. Proses perkara di Pengadilan Negeri Bangil sudah dapat dipantau dan diakses oleh 

masyarakat. 

10. Sudah diterapkannya reward dan punishment bagi aparatur Pengadilan Negeri Bangil. 

11. Sudah menggunakan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi secara 

optimal. 

b. Kelemahan(Weaknes) 

Kelemahan-kelemahanyang ada di Pengadilan Negeri Bangil dirinci dalam beberapa aspek: 

1. Aspek Proses Peradilan. 

• Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari 

keadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil. 

• Sistim peradilan atau sistim alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi. 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan. 

• Pengadilan Negeri Bangil belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai 

sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan. 

• Dari Tahun 2025 s.d 2029 Pengadilan Negeri Bangil mendapat 3 pegawai baru dari 

Rekrutmen PNS. 

• Banyaknya pegawai yang bekerja tidak disatu bidang sesuai dengan tupoksi kerja mereka 

diakibatkan oleh kurangnya pegawai. 

• Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas sistem modern. 

3. Aspek Sarana dan Prasarana. 

▪ Pengelolaan aset yang belum tersusun rapi. 

• Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bangil dari pusat belum sesuai dengan 

kebutuhan dan rencana yang diajukan. 
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c. Peluang (Opportunities) 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bangil untuk melakukan 

perbaikan ditinjau dari beberapa aspek: 

1. Aspek Proses Peradilan. 

• Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Bangil dan seluruh jajaran aparatur peradilan 

untuk berubah. 

• Adanya website Pengadilan Negeri Bangil yang memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang informasi peradilan dan alur proses berperkara. 

• Pemanfaatan media sosial dan botwhatsapp untuk pelayanan informasi Pengadilan Negeri 

Bangil. 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan. 

• Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. 

• Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi 

Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

• Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat 

menciptakan efektifitas kinerja. 

• Sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu 

mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja 

menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif. 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan. 

• Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal 

maupun eksternal ke Pengadilan Negeri sewilayah hukum PengadilanTinggi Surabaya. 

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan. 

• Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Surabaya. 

5. Aspek Sarana dan Prasarana. 

• Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bangil berupa 

SIPP (http://sipp.pn-bangil.go.id), aplikasi WA boot (Cak Bangil), media informasi dan 

website Pengadilan Negeri Bangil (https://pn-bangil.go.id). 

• Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran. 

• Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar 

parapihak / masyarakat merasa hak-nya terpenuhi dan juga agar Pengadilan Negeri 

Bangil dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan lembaga. 
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d. Tantangan (Threats) 

Tantangan yang dihadapi (Threats) berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri 

Bangil yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan 

perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 

1. Aspek Proses Peradilan 

• Banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap proses peradilan. 

• Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. 

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

3. Personil di Pengadilan Negeri Bangil belum seluruhnya bisa bekerjasama dalam sebuah tim 

guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangil. 

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

• Kurangnya Personil, sehingga dalam hal  pelaksanaan Tertib Administrasi dan 

Manajemen Peradilan butuh tenaga ekstra. 

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

• Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai 

dengan kebutuhan karena pengajuan ditahun 2025 ke bawah masih terpusat. 
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BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN 

 

 
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2025 –2029 merupakan komitmen 

bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara 

sistematis melalui penataan,penertiban,perbaikan pengkajian,pengelolaan terhadap sistem kebijakan 

dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan 

tolokukur kinerja Pengadilan Negeri Bangil diselaraskan dengan arah  kebijakan dan program 

Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2010 – 2035 dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029, sebagai pedoman dan pengendalian 

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta 

tujuan organisasi pada tahun 2025–2029. 

 

1.1. VISI DAN MISI 

1.1.1. Visi 

Visi Pengadilan Negeri Bangil yang akan menjadi pandangan dan arah kedepan 

sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau 

target yang ditetapkan dalam 5 tahun kedepan. 

Visi Pengadilan Negeri Bangil dirumuskan sebagai berikut: 

 
 

 

 

 
Visi Pengadilan Negeri Bangil tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada 

Visi Mahkamah Agung RI, dimana dengan mensinergikan Visi ini, akan semakinme 

mpercepat pencapaian rencana jangka panjang Mahkamah Agung RI kedepan. 

1.1.2. Misi 

Misi Pengadilan Negeri Bangil dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, 

mewujudkan Pengadilan Negeri Bangil yang agung. seperti diuraikan sebelumnya, 

fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu menerima, memeriksa dan memutus 

TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANGIL YANG AGUNG 
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suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan 

Keadilan berdasar Pancasila dan UUD1945 dengan didasari keagungan, keluhuran ,dan 

kemuliaan institusi. 

Misi Pengadilan Negeri Bangil adalah: 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangil 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3. Meningkat kankualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangil 

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

2.2.1   Tujuan 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu 

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi 

danmisi Pengadilan Negeri Bangil. 

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangil yang diselaraskan 

dengan tujuan Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: 

a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara  melalui pemanfaatan 

teknologi informasi. 

c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan. 

d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

 

Dengan indikator tujuan sebagai berikut: 

 

No Tujuan Indikator Kinerja Target 

1. Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan akuntabel 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

95% 

2. Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara. 

Persentase putusan 

yang menggunakan 

pendekatan keadilan 

restoratif 

90% 



Reviu Rencana Strategis 2025-2029 

Pengadilan Negeri Bangil Halaman|22 

 

 

  Persentase perkara yang 

tidak mengajukan 

upaya hukum banding 

70% 

  Persentase perkara 

yang tidak mengajukan 

upaya hokum kasasi 

95% 

  Persentase perkara 

pidana anak yang 

diselesaikan secara 

diversi 

25% 

  Index persepsi pencari 

keadilan yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

95% 

2. Peningkatan efektifitas 

pengelolaan penyelesaian 

perkara. 

Persentase salinan 

putusan yang 

disampaikan ke para 

pihak tepat waktu 

100% 

  Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui 

mediasi  

10% 

3. Meningkatnya akses 

peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan 

Persentase perkara 

prodeo yang 

diselesaikan  

40% 

  Persentase perkara yang 

diselesaikan di luar 

gedung Pengadilan 

100% 

  Persentase pencari 

keadilan golongan 

tertentu yang medapat 

layanan bantuan hukum 

(posbakum) 

100% 
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4. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan. 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindak lanjuti 

(dieksekusi) 

45% 
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Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor: W14.U21/1278/OT. 

01.3/04/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Bangil disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama 

PengadilanNegeri Bangil dibawah ini: 

 

 

 No Tujuan 

Target jangka 

Menengah 

(5 Tahun) 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1 Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

Persentase yang Diselesaikan tepat 

waktu 
95 % 

2  Persentase perkara yang menggunakan 

pendekatan keadilan restorative 

Mahkamah Agung. 

90 % 

3  Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Banding 70 % 

4  Persentase Perkara Yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 95 % 

5  Persentase Perkara Pidana Anak yang 

Diselesaikan dengan Diversi 25 % 

6  Index Kepuasan Pencari Keadilan 95 % 

7 Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan Putusan yang 

disampaikan kePara Pihak tepat waktu 
100 % 

8  Persentase perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi 
 

10 % 

9 Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase Perkara Prodeo yang 

Diselesaikan  

40 % 

10  Persentase Perkarayang Diselesaikan di 

luar gedung Pengadilan 

 

100 % 

11  Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum) 

 

100 % 

12 Meningkatnya 

Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 

 

45 % 
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2.2.2. Sasaran Strategis 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 

sampai dengan tahun 2029 sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri 

Bangil adalah sebagaiberikut: 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

2.2.3. Indikator Kinerja Utama 

Pengadilan Negeri Bangil telah menetapkanIndikator Kinerja Utama (IKU) 

sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Mahkamah 

Agung telah menyeragamkan Indikator-indikator sesuai dengan jenis badan peradilan 

sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 

tanggal 31 Januari 2022 perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan 

Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. 

Adapun Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: 

 

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER 

DATA 

1. Terwujudnya 
Proses Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan dan 
Akuntabel 

a. PersentasePerkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

 

a. Definisi Operasional Indikator 
 

• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang 
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan 
Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 

• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 
Tanggal 28 April 2021 Perihal pengendalian penyelesaian 
minutasi dan pemberkasan perkara. 

• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan 
informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 

• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara 
yang diputus dan di minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA 
MNomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling 
lambat 5 (Lima) bulan. 

• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu 
adalah 2 (Dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 

• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus 
dan diminutasi pada Tahun berjalan. 

 

b. Formula Perhitungan 
 

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 
________________________________________  X100 
Jumlah Perkara yang diselesaikan 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 
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c. Satuan Yang digunakan 
Persentase 

d. Trend/Polaritas 
Positif (+) 

e. Periode Pengambilan Data Frekwensi. 
Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, 
Pemantauan dan pelaporan  data dilaksanakan setiap 
bulan melalui aplikasi KOMDANAS. 

f. Treshold/ambang kinerja 
<70% : Buruk 
70% s/d 90% : Baik 
> 90% : Sangan Baik 

 
 

b. Persentase putusan 
yang menggunakan 
pendekatan 
keadilan restoratif. 

 

 

a. Definisi Operasional Indikator: 
 

• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor. 
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan 
Restoratif Justice di lingkungan Peradilan Umum. 

• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah 
perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan 
restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non 
penal melalui rehabilitasi. 

• Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara 
Narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ. 

b. Formula Perhitungan. 
Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif 
________________________________________             X100 
Jumlah Perkara yang diajukan untuk Restoratif 

 

c. Satuan Yang digunakan 
Persentase 

d. Trend/Polaritas 
Positif (+) 

e. Periode Pengambilan Data Frekwensi. 
Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, 
Pemantauan dan pelaporan  data dilaksanakan setiap 
bulan melalui aplikasi KOMDANAS. 

f. Treshold/ambang kinerja 
<70% : Buruk 
70% s/d 90% : Baik 
> 90% : Sangan Baik 

 

Panitera 
 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

c. Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum  Banding 

 

a. Definisi Operasional Indikator : 
 

• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 
adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak 
mengajukan upaya hukum banding 

• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus 
dan diminutasi pada tahun berjalan. 

b. Formula Perhitungan 
 

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya  
Hukum Banding 
________________________________________  X100 
Jumlah Perkara yang diselesaikan 

 

c. Satuan Yang digunakan 
Persentase 

d. Trend/Polaritas 
Positif (+) 

Panitera 
 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 
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e. Periode Pengambilan Data Frekwensi. 
Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, 
Pemantauan dan pelaporan  data dilaksanakan setiap 
bulan melalui aplikasi KOMDANAS. 

f. Treshold/ambang kinerja 
<70% : Buruk 
70% s/d 90% : Baik 
> 90% : Sangan Baik 

 

d.Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum  Kasasi 

 

a. Definisi Operasional Indikator 
 

• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 
adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak diajukan 
upaya hukum Kasasi. 

• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus 
dan diminutasi pada tahun berjalan pada Pengadilan Tingkat 
Pertama dengan Upaya hukum Kasasi, antara lain pada 
perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, 
sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 

b. Formula Perhitungan 
 

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya  
Hukum Kasasi 
________________________________________  X100 
Jumlah Perkara Khusus yang diselesaikan 

 

c, Satuan Yang digunakan 
Persentase 

d.Trend/Polaritas 
Positif (+) 

e. Periode Pengambilan Data Frekwensi. 
Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, 
Pemantauan dan pelaporan  data dilaksanakan setiap 
bulan melalui aplikasi KOMDANAS. 

f.Treshold/ambang kinerja 
<70% : Buruk 
70% s/d 90% : Baik 
> 90% : Sangan Baik 

 

Panitera 
 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

e.Persentase Perkara 
Pidana Anak yang 
Diselesaikan 
dengan Diversi 

 

a. Definisi Operasional Indikator. 
 

• Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah 
pidanan anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi 
dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. 

• Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak 
yang diajukan diversi. 

• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana 
anak. 

b. Formula Perhitungan 
 

Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan 
Berhasil 
________________________________________  X100 
Jumlah Perkara Diversi 

 

c. Satuan Yang digunakan 
Persentase 

d. Trend/Polaritas 
Positif (+) 

e. Periode Pengambilan Data Frekwensi. 
Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, 
Pemantauan dan pelaporan  data dilaksanakan setiap 

Panitera Laporan 
Bulanan  

dan 
 Laporan 
Tahunan 
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bulan melalui aplikasi KOMDANAS. 

f. Treshold/ambang kinerja 
<70% : Buruk 
70% s/d 90% : Baik 
> 90% : Sangan Baik 

 

f. Index persepsi 
pencari keadilan 
yang puas terhadap 
layanan peradilan 

 

a. Definisi Operasional Indikator. 
- PERMENPAN Nomor. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan survey Kepuasan Masyarakat Unit 
penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

- Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM 
Index harus > 80 

b. Formula Perhitungan 
 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 

c. Satuan Yang digunakan 
Persentase 

d. Trend/Polaritas 
Positif (+) 

e. Periode Pengambilan Data Frekwensi. 
Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, 
Pemantauan dan pelaporan  data dilaksanakan setiap 
bulan melalui aplikasi KOMDANAS. 

f. Treshold/ambang kinerja 
<70% : Buruk 
70% s/d 90% : Baik 
> 90% : Sangan Baik 

 

Panitera Laporan 
semesteran

, Bulanan  
dan  

Tahunan 

 
2. 

 

Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara  

 

a. Persentase salinan 
Putusan yang 
disampaikan ke 
para pihak tepat 
waktu 

 

a. Definisi Operasional Indikator 
• Untuk Pengadilan Tk pertama disampaikan kepada para pihak 

• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan 
petikan putusan. 

• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah 
diputus/dikirimkan. 

• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 
28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasi dan 
pemberkasan perkara. 

• Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat 
waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada 
para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk 
salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban 
mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara 
perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang 
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan 
diminutasi pada tahun berjalan. 

b. Formula Perhitungan 
 

Jumlah Salinan putusan yang diminutasi 
Dan dikirim tepat waktu 
________________________________________  X100 
Jumlah Putusan 

 

c. Satuan Yang digunakan 
Persentase 

d. Trend/Polaritas 
Positif (+) 

e. Periode Pengambilan Data Frekwensi. 
Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, 
Pemantauan dan pelaporan  data dilaksanakan setiap 

Panitera 
 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 
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bulan melalui aplikasi KOMDANAS. 

f. Treshold/ambang kinerja 
<70% : Buruk 
70% s/d 90% : Baik 
> 90% : Sangan Baik 

 

b. Persentase Perkara 
yang Diselesaikan 
melalui Mediasi 

 

a. Difinisi Operasional Indikator 
 

• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 
Pengadilan. 

• Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 
jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi 
berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan 
perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang 
telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim 
pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. 

• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata 
gugatan yang terdaftar pada Tahun berjalan. 

 

b. Formula Perhitungan 
 

Jumlah perkara yang diselesaikan Mediasi 
Berhasil 
________________________________________  X100 
Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi 

 

c. Satuan Yang digunakan 
Persentase 

d. Trend/Polaritas 
Positif (+) 

e, Periode Pengambilan Data Frekwensi. 
Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, 
Pemantauan dan pelaporan  data dilaksanakan setiap 
bulan melalui aplikasi KOMDANAS. 

f.Treshold/ambang kinerja 
<70% : Buruk 
70% s/d 90% : Baik 
> 90% : Sangan Baik 

 

Panitera 
 

Laporan 
Tahunan 

3. Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

a.Persentase Perkara 
Prodeo yang 
diselesaikan. 
 

 

 

a. Definisi Operasional Indikator 

• Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pemberian Layanan 
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. 

• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian 
prodeo. 

b. Formula Perhitungan 
 

Jumlah perkara Prodeo ysng diselesaikan 
________________________________________  X100 
Jumlah Perkara Yang Diajukan secara prodeo 

 

c. Satuan Yang digunakan 
Persentase 

d. Trend/Polaritas 
Positif (+) 

e, Periode Pengambilan Data Frekwensi. 
Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, 
Pemantauan dan pelaporan  data dilaksanakan setiap 
bulan melalui aplikasi KOMDANAS. 

f.Treshold/ambang kinerja 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 
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<70% : Buruk 
70% s/d 90% : Baik 
> 90% : Sangan Baik 

 
 

b.Persentase Perkara 
yang diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan 

 

a. Definisi Operasional Indikator 

• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di 
luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun 
gedung-gedung lainnya) 

b. Formula Perhitungan 
Jumlah perkara ysng diselesaikan diluar 
Gedung Pengadilan 
________________________________________  X100 
Jumlah Perkara Yang Diajukan diselesaikan 
Diluar Gedung Pengadilan 

 

c. Satuan Yang digunakan 
Persentase 

d. Trend/Polaritas 
Positif (+) 

e, Periode Pengambilan Data Frekwensi. 
Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, 
Pemantauan dan pelaporan  data dilaksanakan setiap 
bulan melalui aplikasi KOMDANAS. 

f.Treshold/ambang kinerja 
<70% : Buruk 
70% s/d 90% : Baik 
> 90% : Sangan Baik 

 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

c.Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum) 

 

 

a. Definisi Operasional Indikator 

• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 

• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang 
tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses 
pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan 
hukum. 

• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang 
terdaftar pada register Posbakum. 

b. Formula Perhitungan 
 

Jumlah pencari Keadilan golongan tertentu 
Yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum 
________________________________________  X100 
Jumlah Permohonan Layanan Hukum 

 

c. Satuan Yang digunakan 
Persentase 

d. Trend/Polaritas 
Positif (+) 

e, Periode Pengambilan Data Frekwensi. 
Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, 
Pemantauan dan pelaporan  data dilaksanakan setiap 
bulan melalui aplikasi KOMDANAS. 

f.Treshold/ambang kinerja 
<70% : Buruk 
70% s/d 90% : Baik 
> 90% : Sangan Baik 

 
 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 
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4. Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata yang 
Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

 

a. Definisi Operasional Indikator 

• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah 
pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus 
dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. 

• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan 
eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. 

• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. 

• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi 
yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak 
diajukan permohonan eksekusi. 

• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti 
dengan aanmaning, sita eksekusi,lelang dan pengosongan. 

b. Formula Perhitungan 
 

Jumlah Eksekusi yang selesai dilaksanakan 
________________________________________  X100 
Jumlah Permohonan Eksekusi 

 

c. Satuan Yang digunakan 
Persentase 

d. Trend/Polaritas 
Positif (+) 

e, Periode Pengambilan Data Frekwensi. 
Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, 
Pemantauan dan pelaporan  data dilaksanakan setiap 
bulan melalui aplikasi KOMDANAS. 

f.Treshold/ambang kinerja 
<70% : Buruk 
70% s/d 90% : Baik 
> 90% : Sangan Baik 

 
 

Panitera Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

 
1.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG 

Program pembaruan peradilan telah dilaksanakan sejak dicanangkannya cetak biru 

(blueprint) pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari blueprint yang telah 

diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana bantuan lembaga donor. 

Khusus untuk bantuan lembaga donor, Mahkamah Agung hanya menerima dana hibah, dan 

Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya tidak diperkenankan mengelola dana kas 

dari lembaga donor secara langsung. 

Seperti yang telah disampaikan pada laporan tahunan sebelumnya, Mahkamah Agung 

melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) selanjutnya membentuk Tim 

Pembaruan Peradilan dan Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan untuk mengkoordinasikan 

berbagai program pembaruan dan mempercepat implementasinya rekomendasi cetak biru 

pembaruan. Tim Pembaruan dan Kelompok Kerja Pembaruan beranggotakan seluruh pimpinan 

Mahkamah Agung beserta pejabat eselon I dan II serta perwakilan dari masyarakat sipil 

(civilsociety). Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki 6 kelompok kerjayaitu: (1) Kelompok 

Kerja Manajemen Perkara; (2) Kelompok Kerja Teknologi Inforamasi; (3) Kelompok Kerja 

Pendidikan dan Pelatihan; (4) Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia; (5) 

Kelompok Kerja Manajemen Keuangan; (6) Kelompok Kerja Pengawasan. 

Berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam 

tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mencapai 

pengadilan yang modern. Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-mata 

implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, 

manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan. 

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja 

lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan dimata masyarakat yang manjadi fokus 

peningkatan (highlight): 

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 

Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKKMA) Nomor. 144/KMA/VIII/2007 Tentang 
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Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SKKMA 

ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan 

masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA 

tersebut antara lain adalah pengembangan website baik ditingkat pusat maupun daerah. 

Setidaknya 250 website telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan 

peradilan dibawahnya yang tidak hanya menjelaskan profile umum pengadilan yang 

bersangkutan namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara di pengadilan, biaya 

perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi anggaran. Berikut ini pemetaan 

pengembangan website pengadilan diseluruh Indonesia. 

Lebih lanjut mengenai pengembangan medium website untuk akses publik ini akan 

dijelaskan secara rinci dalam bagian kelima mengenai akses publik dan teknologi informasi. 

Melihat besarnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi, Mahkamah Agung sepanjang 

secara bertahap memberikan informasi terkait dengan kinerja pengadilan. 

Selain informasi terkait perkara maka di tahun 2008 mulai dicanangkan transparansi 

informasi anggaran dan keuangan pengadilan. Saat ini setidaknya 170 website pengadilan telah 

menampilkan informasi mengenai besar anggaran yang dikelola, realisasinya per mata 

belanjaserta keuangan perkara. Pada akhir tahun 2008 Mahkamah Agung mulai 

mengembangkan meja informasi disertai dengan manual atau panduan teknis pelayan informasi 

di tingkat Mahkamah Agung dengan membentuk tim khusus untuk mengenai masalah ini 

melalui Surat Keputusan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial (SKWKMA )Nomor. 1/2008. 

Melalui meja inforamsi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang 

dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMA/VIII/2007. 

Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja 

pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya. Namun 

demikian penanganan pengaduan itu sendiri tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) 

yang berwenang dimana di tingkat Mahkamah Agung hal tersebut merupakan tanggung jawab 

dari Badan Pengawasan dengan berkoordinasi dengan Ketua Muda Pengawasan. 

2. Program Reformasi Birokrasi. 

Pada tahun 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai program reformasi 

birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga 

percontohan dalam program tersebut. Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
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Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi 

Birokrasi. Pedoman reformasi birokrasi pada intinya digunakan sebagai dasar kebijakan dalam 

menyusun rencana aksi serta mengimplementasikan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi 

dilembaga negara yang bersangkutan termasuk Mahkamah Agung. 

Salah satu upaya yang dilaksanakan Mahkamah Agung dalam program reforamsi 

birokrasi pada tahun 2008 yaitu pengelolaan SDM di Mahkamah Agung dan badan peradilan 

dibawahnya, kegiatan tersebut diantaranya adalah mengenai analisa beban kerja 

(staffingasessment/ workload analysis) dan pengembangan database SDM beserta pelatihannya 

kepada para aparatur pengadilan. 

3. Program Peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat 

Negara) dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan jajaran peradilan yang 

berintegrasi dan menjunjung tinggi pedoman perilaku/kodeetik yang berlaku.selain itu, 

kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat peradilan secara tidak langsung merupakan 

penerapan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi 

dannepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 

berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999. 

Salah satu kebijakan penting yang keluarkan oleh Mahkamah Agung terkait program ini 

antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2008 Tentang Usul 

Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera yang mewajibkan seluruh hakim dan panitera 

diseluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengisian LHKPN dan menyampaikan pada 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah Agung tidak akan mempertimbangkan 

usulan mutasi dan promosi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan melengkapi 

bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan pada KPK. 

Sebagai upaya untuk lebih menginternalisasi program di Mahkamah Agung selanjutnya 

dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor. 

001/SE/PEMBT.07/IX/2008 Tentang Pembentukan Tim Koordinator Penerima Penyusunan 

LHKPN berdasarkan pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepada Para Hakim dan Pejabat Struktural di 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Selanjutnya Mahkamah Agung juga 

menetapkan secara tegas klasifikasi pejabat peradilan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN 

Melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor. 044/SEK/SK/IX/2008 dan 

mengeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 001/SEK/PENTP.07/XII/2008 
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Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur Penerima dan Penyusunan Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Lingkungan Mahkamah Agung. 

Selain pelatihan pengisian LHKPN bagi para hakim, Mahkamah Agung bekerjasama 

dengan KPK dan Proyek Milennium Challenge Corporation – Indonesia Control of Corruption 

(MCC-ICCP) juga melaksanakan pelatihan tata cara akses data base LHKPN milik KPK dan 

mendorong dikeluarkannnya surat edaran dari masing-masing Direktur Jenderal dari empat 

lingkungan peradilan dan tingkat Mahkamah Agung untuk membentuk koordinator 

penerimadan penyusunan LHKPN dan pengguna aplikasi LHKPN pada direktur jenderal 

masing-masingbadan peradilan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi sistem pelaporan 

di lingkungan peradilan kedepannya. 

4. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan 

Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga 

Peradilan. 

Berbagai rekomendasi atas cetak biru pembaruan Mahkamah Agung dan kertas kerja 

pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003 telah selesai dilaksanakan. Sebagaimana 

rekomendasi lainnya sedang berjalan dan dalam tahap perencanaan. Untuk menyesuaikan 

berbagai kegiatan pembaruan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan-badan 

peradilan dibawahnya, Mahkamah Agung selanjutnya melakukan pemetaan awal atas 

implementasi cetak biru dan kertas kerja pembaruan peradilan pada Rakernas Akbar 

Mahkamah Agung di Jakarta bulan Agustus tahun 2008. Dalam Rakernas Akbar Mahkamah 

Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut dengan melakukan 

percepatan program pembaruan. 

Sampai saat ini Mahkamah Agung memiliki beberapa dokumen strategis perencanaan 

diantaranya cetak biru pembaruan peradilan dan kertas kerja pembaruan, Renstra Mahkamah 

Agung dan pedoman reformasi birokrasi nasional. Dalam rangka sinkronisasi ketiga dokumen 

tersebut, Mahkamah Agung kedepannya akan mengembangkan cetak biru pembaruan peradilan 

yang memberikan arahan jangka panjang dan pembentukan lembaga peradilan yang modern. 

Cetak biru tersebut akan disesuaikan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan 

peradilan dibawahnya dengan adanya sistem satu atap (oneroofsystem). Arahan ini selanjutnya 

akan diturunkan ke dalam Renstra lima tahunan dan direalisasikan secara bertahap dalam 

rencana tahunan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. 
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1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI 

1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BANGIL 

Kebijakan Pengadilan Negeri Bangil adalah mendukung program reformasi 

judicial/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang 

diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bangil, 

antara lain: 

1. Peningkatan kinerja. 

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara 

yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh 

kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian 

perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan 

kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumberdaya aparatur peradilan. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 

▪ Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan 

kompetensi. 

▪ Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses 

penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

▪ Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya 

▪ Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang 

memadai untuk meningkatkan kinerja. 

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

▪ Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan 

kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. 

▪ Memiliki mekanisme penanganan pengaduan 

▪ Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik 

3. Peningkatan Penyelesaian perkara 

Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengani Badan Peradilan termasuk 

Pengadilan Negeri Bangil adalah tumpukan perkara. Pengadilan Negeri Bangil telah 

melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara 

baru yang masuk setia ptahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk 

membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bangil. Tingkat 
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penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bangil tidak hanya disebabkan oleh faktor 

kemampuan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah 

minutasi dan informasi perkara serta adanya pelimpahan perkara dari kejaksaan pada akhir 

tahun yang merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal 

ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya 

peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga 

sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak 

hukum. 

4. Peningkatan Manajemen 

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan 

tugas pokok pengadilan umum. Pengadilan Negeri Bangil berusaha secara maksimal 

memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan 

oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. 

1.4. KERANGKA REGULASI 

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional 

hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan 

perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi 

Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2025 - 2029 oleh pemerintah diberi amanat untuk 

melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional 

ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai 

aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 

2025 - 2029 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam herbagai aspek kehidupan 

berkembang makin mantap serf a profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah 

makin mampu mendukung pembangunan nasional. 

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 

2025 - 2029 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga 

dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna 

pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan 

regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan 

penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini 
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diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang 

pedoman Penyusunan RPJMN 2020 - 2024 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang 

juklak Nomor: 2/Juklak/Sesmen/ 03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman 

Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. 

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2025-2029 adalah : 

1.  Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan 

pembangunan, 

2.  Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas 

pembangunan, 

3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan 

regulasi. Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu sebagai salah satu Pengadilan di 

tingkat pertama dalam merealisasikan program juga harus menetapkan kerangka 

regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bangil 

Kelas IB sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga peradilan 

yang berada diatasnya yaitu arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Surabaya 

dan Mahkamah Agung. Berikut Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB 

ISU 

STRATEGIS 

ARAH 

KEBIJAKAN  

2025-2029 

ARAH 

KERANGKA 

REGULASI 

KEBUTUHAN 

REGULASI 

PENANGGU 

NG JAWAB 

BAGIAN 

TERKAIT 

Terwujudnya 

Proses 

Peradilan yang 

Pasti,Transpar

an dan 

Akuntabel 

1. Penyederhanaa

n proses 

berperkara, 

2. Penguatan 

akses pada 

keadilan, 

3. Modemisasi 

manajemen 

perkara. 

4. Pelaksanaan 

Sistem 

Peradilan 

Pidana Anak. 

5. Peningkatan 

pelayanan 

publik. 

1. Implementasi 

SK KMA 

tentang 

percepatan 

penyelesaian 

perkara, 

2. Implementasi 

SK KMA 

tentang 

keterbukaan 

informasi 

3. Optimalisasi 

Penggunaan 

SIPP, Ecourt 

dan E-

Berpadu 

4. Pelaksanaan 

sistem pidana 
peradilan 

1. Instruksi kerja 

KPN tentang 

percepatan 

Penyelesaian 

Perkara 

2. SK KPN 

tentang Meja 

Infomasi dan 

Pengaduan 

3. SK KPN 

tentang Tim 

Pengeloa 

SIPP, Ecourt 

dan E-Berpadu 

4. Hakim 

Peradilan 

Anak 

Panitera Kepaniteraan 

Hukum, 

Kepaniteraan 

Pidana, 

Kepaniteraan 

Perdata 
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anak 

5. Implementasi 

SK KMA 

tentang 

standar 

pelayanan 

publik 

Bersertifikasi 

5. SK KPN 

tentang standar 

pelayanan 

publik 

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesai an 

Perkara 

1. Penyederhanaa

n proses 

berperkara, 

2. Modemisasi 

manajemen 

perkara. 

3. Peningkatan 

kualitas SDM. 

1. Implementasi 

SK KMA 

tentang 

percepatan 

penyelesaian 

perkara, 

2. Optimalisasi 

Penggunaan 

SIPP, Ecourt 

dan E-

Berpadu 

3. Diklat Teknis 

dan Non 

Teknis bagi 

hakim dan 

pegawai 

1. Instruksi kerja 

KPN tentang 

percepatan 

Penyelesaian 

Perkara 

2. SK KPN 

tentang Tim 

Pengeloa 

SIPP, Ecourt 

dan E-Berpadu 

3. Usulan Diklat 

bagi hakim 

dan pegawai 

Panitera Kepaniteraan 

Hukum, 

Kepaniteraan 

Pidana, 

Kepaniteraan 

Perdata, 

Kesekreta-

riatan 

Meningkat nya 

Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggir kan 

1. Peningkatan 

aksesibilitas 

masyarakat 

terhadap 

peradilan 

2. Peningkatan 

pelayanan 

publik. 

3. Penambahan 

volume 

posyankum 

1. Implementasi 

SK KMA 

tentang 

keterbukaan 

informasi 

2. Implementasi 

SK KMA 

tentang 

standar 

pelayanan 

publik 

3. Implementasi 

SE Ditjen 

Badilum 

tentang 

posyankum 

dan perkara 

prodeo. 

1. SK KPN 

tentang Meja 

Infomasi dan 

Pengaduan 

2. SK KPN 

tentang Tim 

Pengeloa SIPP 

3. MoU layanan 

posyankum 

dengn lembaga 

advokasi 

Panitera, KPA 

dan PPK 

Kepaniteraan 

Hukum, 

Kepaniteraan 

Pidana, 

Kepaniteraan 

Perdata, 

Kesekreta-

riatan 

Meningkatnya

KepatuhanTer

hadap Putusan 

1. Manajemen 

biaya perkara 

1. Impelemntasi 

Perma 

tentang biaya 

1. Instruksi kerja 

KPN tentang 

biaya proses 

Panitera dan 

Sekretaris 

Kepaniteraan 

dan Kesekreta-
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Pengadilan 2. Peningkatan 

Kualitas SDM 

Jurusita 

proses 

penyelesaian 

perkara 

2. Diklat 

Jurusita 

penyelesaian 

perkara 

2. SK Radius dan 

biaya 

kepaniteraan 

3. Usulan Diklat 

untuk Jurusita 

riatan 

Pada Rencana Strategis 2025 – 2029 ini Pengadilan Negeri Bangil telah membuat 

ketentuan - ketentuan untuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Adapun regulasi yang ada 

sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, sebagai berikut: 

1. SEMA no. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat 

Tidak Mampu di Pengadilan, dengan menyediakan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan 

Negeri Bangil. 

2. SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding 

yang memotong jangka waktu penanganan Perkarapada tingkat pertama menjadi 5 (lima) 

bulan termasuk minutasi. 

3. Implementasi Sistem Teknologi Informasi Perkara di Pengadilan Negeri Bangil telah 

melaksanakan Sitem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / CTS versi 5.6.4. 

4. Pihak berperkara, Kejaksaan, Kepolisisan maupun dalam perkara perdata (pihak pemohon, 

penggugat, tergugat), jika mengirim berkas perkara harus menyertakan softcopynya. 

5. Telah mengikuti laporan Komdanas untuk bagian Keuangan, Kepegawaian dan BMN. 

6. PERMA Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

7. Perma No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan. 

8. Keputusan Direktorat Jenderal badan peradilan Umum No.1/DJU/OT.01.03/I/2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan 

Hukum Dan Zitting Plaats. 

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan secara elektronik. 

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana. 
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11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di 

Lingkungan Badan Peradilan Umum. 

1.5.  KERANGKA  KELEMBAGAAN 

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-

Undang Dasar 1945 pasca Amandemen). 

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

Badan-ba dan peradilan lain dibawah Mahkamah Agung R.I.yaitu: Peradilan Umum, Peradilan 

Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 

ayat 2 Undang-Undang Dasar1945). 

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada Badan-Badan 

Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha 

Negara dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk 

menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta  menyelesaikan  setiap  perkara  yang diajukan 

kepadanya sesuai pasal 2 ayat (1), jo pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). 

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan pada umumnya (pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 1984). Pengadilan Negeri 

bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara 

pidana dan perkara perdata ditingkat pertama (Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun1986). 

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum kepada 

Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang No. 2 

Tahun1986), selain menjalankan tugas pokok, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan 

lain oleh atau berdasarkan undang-undang. 

Pengadilan Negeri Bangil merupakan Instansi Vertikal di bawah Mahkamah Agung RI 

yang berkedudukan di Kota Bangil, Propinsi JawaTimur, yang mempunyai tugas pada Bidang 

Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri 

Bangil dibantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Tingkat Pertama, Panitera, Sekretaris, 

Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, JuruSita, Juru Sita Pengganti dan 

Pegawai Pengadilan Negeri Bangil. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bangil berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 
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STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2025 

 
 

 
 

PANMUD.

PERDATA 

PANMUD.PIDANA PANMUD.HUKUM  

 

KASUBAG. 

 

 
KASUBAG.PERENCANAANTEKN

OLOGIINFORMASI 

 

 
KASUBAG. 

KEPEGAWAIANORAGAN

ISASI 

 

 

JURUSITA/JURUSITAPENGGANTI 

 

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. 

 (Ketua) 

 

Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H. 

(WakilKetua) 

 

HAKIM 

1. ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum. 
2. INDRA CAHYADI, S.H., M.H. 
3. FAQIHNA FIDDIN, S.H. 
4. HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum. 
5. GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H., M.Hum. 

 SEKRETARIS 

MOCHAMAD FAJAR A., S.H. 

KASUBAG. KEPEGAWAIAN 

ORAGANISASI  

DAN TATA LAKSANA 

ROHMANA HANIK, S.H. 

KASUBAG.PERENCANAAN 
TEKNOLOGI INFORMASI  

DAN PELAPORAN 

AGUS RIYANTO, S.H. 

KASUBAG. 

UMUM DAN KEUANGAN 

TEDDY HERA WITOMO, 

S.H. 

PANMUD. HUKUM 

YULIANA.S.S.H.,M.H 

PANMUD. PIDANA 

DICKY.P. , S.H. 

PANMUD. PERDATA 

WIJI SUMIARSIH, S.H. 

PANITERA 

TRI INDROYONO, S.E, S.H., M.H. 

JURUSITA /JURUSITA PENGGANTI 

1. AKHMAD DAHLAN, S.H. 

2. BUDI HARTONO 

3. WARDA LATIFA, S.H. 

4. KUKUH YUDA A.S 

5. KUKUH YUDA ARI SANJAYA, S.E.S.H. 

PANITERA PENGGANTI 

1. MOH .ROMLI, S.H. 
2. AGUS RIYANTO, S.H. 
3. NOVA INDAH SH. MH 
4. LEIMENA.A, S.H. 
5. LILIS HARJATI, SH. 
6. YUNITA.R. S.H 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 
 

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Pengadilan Negeri Bangil secara garis besarnya 

terdiri atas beberapa tahapan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan rencana yaitu program dan kegiatan mengidentifikasikan, menganalisa dan 

merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. 

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu program dan kegiatan 

mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan 

penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan 

kedalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran. 

Ada 3 (tiga) Program Penganggaran Mahkamah Agung untuk Badan Peradilan Umum: 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

1. Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung 

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum 

kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan 

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis. 

Adapun kegiatan-kegiatan pokok dalam Program ini diantaranya: 

a. Pengelolaan Infrastruktur IT. 

b. Pengelolaan Administrasi Keuangan. 

c. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian. 

d. Pelaksaaan Administrasi tata persuratan. 

e. Pengelolaan Administrasi Perlengkapan. 

f. Pengelolaan Administrasi Perencanaan. 

g. Pengelolaan Administrasi Kerumah Tanggaan. 

h. Pengelolaan Perpustakaan 

i. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung 
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j. Pengelolaan Tenaga Keamananan dan Kebersihan 

Tabel Kebutuhan Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Mahkamah Agung untuk Penadilan Negeri Bangil. 

PROGRAM TAHUN ANGGARAN 

2025 2026 2027 2028 2029 

Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 

6.499.428.000 6.499.428.000 6.499.428.000 6.499.428.000 6.499.428.000 

 
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Bangil dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok 

Pengadilan Negeri Bangil dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. 

Sarana dan prasarana yang baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk 

kebutuhan aparatur Pengadilan. 

Pada awal Tahun 2025, telah diadakan rapat guna menyusun kebutuhan Sarana dan 

Prasarana untuk tahun 2025-2029. Dengan adanya perencanaan diawal, semua kebutuhan itu 

akan secara bertahap dapat terlaksana. 

Dalam hal pelaksanaan program ini, Pengadilan Negeri Bangil selalu memperhatikan 

APBN yang sangat terbatas, sehingga aspek efektif dan efisien menjadi tolak ukur utama dalam 

perencanaannya. 

Tabel Kebutuhan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Mahkamah Agung untuk Pengadilan Negeri Bangil. 

PROGRAM TAHUNANGGARAN 

2025 2026 2027 2028 2029 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

MahkamahAgung 

261.201.000 261.201.000 261.201.000 261.201.000 261.201.000 
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3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 
 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk 

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan 

aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksan akan Pengadilan 

Negeri Bangil dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah: 

1. Penyelesaian Perkara Pidana,Perdata. 

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata. 

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara 

6. Pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

 
 

Tabel Kebutuhan Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum untuk 

Pengadilan Negeri Bangil. 

 

 

 

PROGRAM TAHUN ANGGARAN 

2025 
 

2026 
 

2027 
 

2028 
 

2029 
 

Peningkatan Manajemen 

PeradilanUmum 
252.580.000 252.580.000 252.580.000 252.580.000 252.580.000 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bangil tahun 2025–2029 diarahkan untuk 

meresponberbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, 

baik yangbersifat internal maupun bersifak eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk 

menggambarkanpeta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, 

dan strategi yangakan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan 

dan out come yang diharapkan. 

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bangil harus terus disempurnakan dari waktu 

kewaktu.Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.Melalui 

Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelola kegiatan dalam melakukan 

pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. 

Penyusunan rencana strategis ini diharapkan,Pengadilan Negeri Bangil dapat menjalankan 

tugas dan fungsinya sebagai Voorpost (Kawal depan) Mahkamah Agung RI dan dapat mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangil seperti yang diharapkan 

oleh masyarakat,dalam hal tuntutan penegakkan supremasi hukum diera reformasi ini serta 

mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. 

Dengan Renstra ini pula,diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Bangil 

memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran 

program selama lima tahun yaitu 2025–2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bangil 

dapat terwujud dengan baik. 
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MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 

Instansi : Pengadilan Negeri Bangil 

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung 

Misi : Menjaga Kemandirian Peradilan di Pengadilan Negeri Bangil 

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil 

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bangil 

 

SASARAN/ PROGRAM KEGIATAN 

TARGET 

JANGKA 

MENENGAH 

(5 TAHUN) 

TARGET 

URAIAN INDIKATOR KINERJA % 2025 2026 2027 2028 2029 

Terwujudnya Proses Peradilan yang 

Pasti, Transparan dan Akuntabel. 

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat 

waktu 

95 95 95 95 95 95 

Persentase putusan yang menggunakan 

pendekatan keadilan restoratif. 

90 90 90 90 90 90 

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum  Banding 

70 70 70 70 70 70 

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum  Kasasi 

95 95 95 95 95 95 

Persentase Perkara Pidana Anak yang 

Diselesaikan dengan Diversi 

25 25 25 25 25 25 

Index persepsi pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 

95 95 95 95 95 95 

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara. 

Persentase salinan Putusan yang disampaikan 

ke para pihak tepat waktu 

100 100 100 100 100 100 

Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui 

Mediasi 

10 10 10 10 10 10 

Meningkatnya Akses Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. 

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 40 40 40 40 40 40 

Persentase Perkara yang diselesaikan di 

luarGedung Pengadilan 

100 100 100 100 100 100 

Persentase Pencari Keadilan 100 100 100 100 100 100 
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SASARAN/ PROGRAM KEGIATAN 

TARGET 

JANGKA 

MENENGAH 

(5 TAHUN) 

TARGET 

URAIAN INDIKATOR KINERJA % 2025 2026 2027 2028 2029 

GolonganTertentu yang Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum (Posbakum) 

 

Meningkatnya Kepatuhan terhadap 

Putusan Pengadilan. 

Persentase Putusan Perkara Perdata yang 

Ditindaklanjuti (dieksekusi) 

45 45 45 45 45 45 

 

 

 


